
5 TN “ 

BUPATI BOALEMO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR 1 TAHUN 2025 

TENTANG 

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN 

Menimbang : 

Mengingat 

MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOALEMO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat 

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan 

Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan 

Pemerintah Daerah: 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negra Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

39650), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6



Menetapkan: 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213), 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasai i 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Remunerasi pada BLUD Puskesmas di Lingkungan 

Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Remunerasi 

adalah Imbalan kerja berupa uang yang diberikan dalam 

komponen meliputi gaji, tunjangan, insentif, bonus atau 

prestasi, pesangon, pensiun dan/atau honorarium. 

2. Gaji adalah imbalan keda berupa uang yang bersifat 

tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap 

bulan. 

3. Tunjangan adalah imbalan kerja yang berupa uang yang 

bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan. 

4. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat 

Pengelola BLUD dan Pegawai berupa uang yang bersifat 

tambahan pendapatan di luar gaji yang bersumber dari 

pendapatan Pelayanan Kesehatan. 

5. Bonus Atas Prestasi adalah imbafan kerja berupa uang yang 

bersifat tambahan di luar Gaji, Tunjangan dan Insentif atas 

prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun anggaran setelah terpenuhinya syarat tertentu. 

“ngenes Tega 
Ka ai 



10. 

Li, 

12. 

13. 

Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna 

jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Puskesmas. 

Pensiun adalah hak Pegawai untuk memperoleh penghasilan 

setelah bekerja untuk jangka waktu tertentu dan telah 

memasuki usia pensiun atau karena sebab lain sesuai 

dengan ketentuan. 

Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap 

yang diberikan setiap bulan kepada Dewan pengawas dan 

Sekretaris Dewan Pengawas. 

Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya 

disingkat JKN adalah program jaminan berupa kesehatan 

agar peserta memperoleh manfaat kesehatan 

dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah 

membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. 

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas 

dan tagihan Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar 

dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu 

dibayar kembali. 

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh 

Puskesmas kepada masyarakat yang meliputi 

Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis. 

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana 

teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan Daerah pada umumnya. 

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah Pusat Kesehatan — Masyarakat 

dilingkungan Pemerintah Boalemo yang memiliki otonomi 

dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta 

bidang kepegawaian yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat. 

Kena Semu: 

Parama



14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2, 

22. 

23, 

24. 

Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola 

semua kegiatan yang ada di Puskesmas, terdiri 

atas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis. 

Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang mempunyai 

fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan 

keuangan. 

Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi 

sebagai penanggungiawab keuangan Puskesmas. 

Pejabat Teknis adalah pejabat yang memunyai fungsi sebagai 

penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan 

pelayanan dibidangnya pada Puskesmas. 

Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas 

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Pusat 

Kesehatan Masyarakat. 

Sekretaris Dewan Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara 

dari luar Puskesmas yang diangkat oleh Bupati untuk 

mengelola ketatausahaan dan mendukung kelancaran tugas 

Dewan Pengawas dan bukan merupakan anggota Dewan 

Pengawas. 

Pegawai adalah Pegawai Puskesmas yang terdiri dari 

Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara. 

Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah 

Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara. 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 

disebut Non ASN adalah pegawai yang telah memenuhi 

syarat yang ditetapkan dan diangkat oleh Kepala Puskesmas 

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan tertentu dan/atau 

tugas lainnya yang ditetapkan serta digaji menurut peraturan 

yang berlaku. 

Daerah adalah Kabupaten Boalemo. 



25. Bupati adalah Bupati Boalemo. 

26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

(1) 

(2) 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan — urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

BAB II 

REMUNERASI 

Bagian Kesatu 

Penerima Remunerasi 

Pasal 2 

Penerima Remunerasi terdiri atas: 

a. pejabat pengelola biud, 

b. dewan pengawas, 

c. sekretaris dewan pengawas, dan 

d. pegawai. 

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, meliputi: 

a. ketua Dewan Pengawas, dan 

b. anggota Dewan PengawasBagian Kedua 

Komponen Remunerasi 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 3 

Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi: 

a. gaji: tunjangan 

b. insentif, 

c. bonus atas prestasi, 

d. pesangon, 

e. pensiun, dan/atau 

f. honorarium 



Paragraf 2 

Gaji 

Pasal 4 

Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN 

diberikan Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang mengatur Gaji ASN. 

Pasal 5 

Pegawai yang berstatus Non ASN diberikan Gaji sesuai standar 

harga satuan Gaji tenaga Non ASN yang ditetapkan oleh 

Bupati. 

Paragraf 3 

Tunjangan 

Pasal 6 

Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN 

diberikan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur Tunjangan ASN. 

Pasal 7 

(1) Pejabat pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Non ASN 

dapat diberikan Tunjangan berupa: 

a. tunjangan kesehatan, 

b. tunjangan ketenagakerjaan, 

c. tunjangan keluarga, 

d. tunjangan hari raya, dan/atau 

(2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 

(3) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

ketenagakerjaan. (4) Tunjangan Keluarga  sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1) huruf cc, diberikan dengan 

berpedoman pada ketentuan pemberian tunjangan Keluarga 

Cagaa Tomagganah OT. i "7 
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(S) 

(6) 

(1) 

(2) 

yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kemampuan 

keuangan Puskesmas. 

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(l)huruf d, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan 

tunjangan hari raya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD 

sesuai kemampuan keuangan Puskesmas. 

Tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan 

kepada Pegawai yang berstatus Non ASN dan menduduki 

jabatan fungsional dokter spesialis. 

Paragraf 4 

Insentif 

Pasal 8 

Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai dapat diberikan Insentif. 

Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibiayai dari 

pendapatan Puskesmas yang bersumber dari 

Pendapatan BLUD. 

(3) Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari Pendapatan 

(1) 

BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan 

untuk Insentif dengan ketentuan: 

a. pendapatan dari pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh 

JKN dialokasikan untuk Insentif sebesar 60”o (enam puluh 

persen),dan 

b. pendapatan dari pelayanan kesehatan yang dibiayai dari 

pendapatan di luar JKN, dialokasikan untuk Insentif 

sesuai persentase dalam pola tarif yang berlaku di 

Puskesmas. 

Pasal 9 

Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan insentif 

berdasarkan indikator penilaian : 

a. masa kerja, 

b. Pendidikan, 

c. jabatan BLUD, 

d. tingkat resiko, 

e. tingkat kegawatdaruratan, 



(2) 

(1) 

(2) 

f. kelas jabatan: dan 

g. tugas tambahan. 

Penjabaran Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 5 

Honorarium 

Pasal 10 

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas 

diberikan 

Honorarium setiap bulan. 

honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dengan ketentuan: 

a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak 

40Yo (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan 

pemimpin 

blud, 

b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak 366 

(tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan 

pemimpin blud: dan 

c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak 

5Y6 (lima persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin blud. 

Bagian Ketiga 

Pembayaran 

Pasal 11 

Pembiayaan Remunerasi bersumber dari Pendapatan BLUD dan 

sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB III 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 12 

Pendapatan Puskesmas pada tahun anggaran berjalan yang 

merupakan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan sebelum 

PA 



(1) 

(1) 

tahun anggaran berjalan, dapat digunakan untuk pembayaran 

Insentif pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perhitungan 

pelayanan kesehatan yang diberikan pada tahun anggaran 

berkenaan. 

Pasal 13 

Pendapatan Puskesmas yang berasal dari pelayanan 

kesehatan yang belum dapat dialokasikan sebagai Insentif 

pada tahun anggaran berkenaan, dibukukan sebagai 

kewajiban utang Puskesmas untuk pembayaran Insentif dan 

dijadikan sisa lebih penggunaan anggaran. 

Sisa lebih penggunaan anggaran sebageimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat dialokasikan sebagai Insentif pada tahun Anggaran 

berjalan sebagai pemenuhan kewajiban utang untuk pembayaran 

Insentif, sebelum ditetapkannya perubahan anggaran pendapatan 

dan belanja Puskesmas. 

BAR IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Boalemo. 

Ditetapkax di Tilamuta 

Diundangkan di Tilamuta 

pada tanggal 

SYAFRUDIN 

TARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN NOMOR |
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